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Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen 1n::::1t' 
Maluku Utara Nomor :

M.v-4/3/pp.0 t.tnazqtiiit ranggar eg s.pt"tnber 2001'&ntang lzin

Operasional nnaOrasantPersetuluan Pendirian Madrasah'

Menimbans : a 
H:,.::il^,Ti[il:1 Tl1,t,']fi'T"#T;ili .;i:
dipandang pedu memberikan dukungan kepada masyarakat atas

pendirian Uaorasai Tsanawiyah dima'ksud guna menuniang

Progr"* Waiib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun :

b. bahwa untuk mat<sud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan

agar proses belajar mengajar berlangsung secara lebih'efektif dan

" efisien, mafa OipairO"ng p"tl' menetapkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wlayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara'

Mengingal:1'Undang.unaangNomor2tanunlgSgtentangSistimPendidikan
Nasionali
Peraluran Pemerintah Nomor 28 dan 29 'Tahun 1990 tentang

Pendidikarl Dasar dan'lt/l6nengah:

Kepulusan Presiden Repubfif lndonesia Nomor 15 Tahun 1984

tentang Susunan Organisasi Departerhbn yaAg tetah 'dirubah dan

disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

2.

3.

lndonesia Nomor 76 Tahun 1996;

. ';:;r-*;'"il;;; ;;;'" Nomor . 
,'^t"n'1 

::-t]-,"::lt:::
ffi;ffi;, irnrr, ,r*si, Kewenangan susunan olganisasi dan

Tata Kerja DePartemen Agama:

5. Keputusan M"nt"'i'-nga;' Nomor 3bg Tahun 1903 tentang

Madrasah TsanawiYah:

6. Keputusan fUente'i Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang

Kurikulum.Pendidikan Dasar berciri khas Agama lslam;

7. Keputusan tvtentert Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndo'nesia

. Nomor 054 / U l 1993 tentang Sekolah Lanlutan Tingkat Pertama:

8. Keputusan f'lltnt"'i ng"" No*ot 45 Tahun 1981 tentang Susunan

Organisasi oan fatJ Karia Kantor Wilayah Departemen 
.Agama

Propinsi, Kantor O"p'n"'"n Agama. Kab't":,"11lYadva dan

Balai Pendidikan dan Latihan PegawaiTeknis Keagamaan ;

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam

Nomor : 250 A t'1gg7 tentang Syarat-syarat Tata cara Pendirian

Madrasah Swasta ienjang Pendidikan Dasar dan Menergah ;

MemPerhatikan :


